BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 92 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BARITO SELATAN
BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang
Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
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Memperhatikan
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. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Daerah  Kabupaten  Barito Selatan
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan,

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Selatan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-

1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025
tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
memiliki tugas sebagai berikut:

a.

melakukan perhitungan terkait penganggaran
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

b. melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan
pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-
jabatan yang masuk dalam kriteria beban Kkerja,
prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi
dan/atau pertimbangan obyektif lainnya;

c. melakukan perhitungan pemangku jabatan
berdasarkan masing-masing kelas jabatan;

d. menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang pembentukan produk hukum daerah;

e. memastikan penganggaran terkait Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

f. melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan  komunikasi dan  menginformasikan
kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KEDUA  bertanggung jawab
kepada Bupati Barito Selatan.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Barito Selatan Nomor: 188.45/72/2022 tentang
Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran
berkenaan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. 8dr(i). Anggota Tim yang bersangkutan di Tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :100.3.3.2 /7 g2 / 2026
TANGGAL 26 gebruari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN
NO. NAMA / JABATAN JABATAN DALAM TIM
1. | Bupati Barito Selatan Penanggung Jawab
2. | Wakil Bupati Barito Selatan Wakil Penanggung Jawab
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Ketua
Selatan
7. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Sekretaris
Daerah Kabupaten Barito Selatan
5. |Inspektur Daerah Kabupaten Barito Anggota
Selatan
6. |Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Anggota
dan Aset Daerah Kabupaten Barito
Selatan
7. | Kepala Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Barito Selatan
8. |Kepala Badan Kepegawaian  dan Anggota
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Selatan
9, | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Anggota
Statistik dan Persandian
10. |Kepala Bagian Hukum Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Barito Selatan
11. | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Anggota
Daerah Kabupaten Barito Selatan
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